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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : PT Pulo Mas Jaya 

 

• Latar belakang sejarah Kawasan Pulomas 

• Kekhususan pengembangan Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas 

dilihat dari sifat teritori wilayah dan substansi yang dimilikinya 

• Batasan pengembangan kawasan 

• Peruntukan/penggunaah lahan kawasan 

• Kesesuaian tata guna lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi DKI Jakarta 

• Visi strategis PT. Pulo Mas Jaya yang terkait dengan tujuan, arah, dan 

nilai-nilai yang ingin dicapai 

• Nilai tambah PT. Pulo Mas Jaya dalam mengelola kawasan terpadu 

pacuan kuda pulo mas 

• Struktur kelembagaan PT. Pulo Mas Jaya 

• Sistem kepegawaian yang ada di PT. Pulo Mas Jaya 

• Struktur pembiayaan PT. Pulo Mas Jaya dalam mengelola dan 

mengembangkan Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas 

• Kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh PT. Pulo Mas Jaya dalam 

mengelola Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas 

• Sumber kewenangan yang dimiliki oleh PT. Pulo Mas Jaya dalam 

mengelola Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas 

• Hubungan PT. Pulo Mas Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri 

• Hubungan PT. Pulo Mas Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Departemen 

  Dalam Negeri; Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;  

  dan Pakar Hukum Administrasi Negara. 

 

• Spesifikasi/kekhususan suatu kawasan dalam pembentukan kawasan 

khusus 

• Batasan pengembangan kawasan khusus 

• Peruntukan/penggunaan lahan dalam mengembangkan kawasan khusus 

• Landasan hukum bagi pengembangan kawasan khusus yang ideal 

• Derajat otonomi yang dimiliki oleh kawasan khusus 

• Kesesuaian tata guna lahan di kawasan khusus yang memiliki derajat 

otonomi tersendiri terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI 

Jakarta 

• Format kelembagaan yang ideal bagi pengelola kawasan khusus yang 

bisa dilihat dari (a) struktur kelembagaan; (b) sistem kepegawaian; dan 

(c) struktur pembiayaan 

• Visi strategis bagi pengelola kawasan khusus yang terkait dengan tujuan, 

arah, dan nilai-nilai yang ingin dicapai 

• Kewenangan dan fungsi yang semestinya dimiliki oleh kawasan khusus 

• Sumber kewenangan yang dimiliki oleh kawasan khusus 

• Hubungan antara kawasan khusus dengan pemerintah daerah 

• Hubungan antara kawasan khusus dengan pemerintah pusat 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : Pihak PT Pulo Mas Jaya 
Waktu  : Senin, 31 Maret 2008, Pukul 10.30 WIB. 
 
 
BP : Saya sebenarnya ingin meneliti mengani pulomas ini pak, sebenarnya 

itu bisa dikategorikan sebagai kawasan khusus atau tidak? 
 
NB : Pulomas lebih memiliki kepentingan daerah, tapi karena letaknya di 

ibukota dan pacuan kuda yang memiliki kelas internasional hanya di 
pulomas ini, sehingga bisa dikatakan bahwa pacuan kuda ini merupakan 
aset nasional. 
Pulomas memang dahulu berstatus sebagai otorita. Pulomas sendiri 
dahulu merupakan sebuah yayasan yang diberi kewenangan untuk 
membangun kawasan pulomas ini yang bekerja sama dengan pihak 
ketiga. Karena yayasan sifatnya nirlaba, maka seiring perkembangan 
yayasan tersebut, maka dibentuk sebuah PT untuk membangun 
kawasan pulomas ini yang lebih bersifat profit oriented. PT tersebut 
memiliki aset tanah yang berasal dari DKI. Tapi sebenarnya, yayasan itu 
sendiri yang memiliki tanah di kawasan DKI, dan yayasan sendiri yang 
mengusahakan, tidak ada dana dari APBD. 

 
BP : Pendiri dari yayasan itu siapa ya pak? 
 
NB : Pendirinya itu ada Gubernur DKI, wakil Deputi Bank Indonesia. Dalam 

SKnya ada itu. Dengan bantuan bank dunia, dengan dibantu fasilitas 
berupa SK Penguasaan Kawasan diberikan kepada Pulo Mas, tolong 
lahan di pulomas ini dibebaskan dan dibangun kepada yayasan pulomas 
ini. Tapi bagaimana cara bangunnya dan bagaimana cara 
membebaskannya sampean sendiri yang ngatur. 
Kalau kemayoran negara yang membebaskan, senayan negara yang 
membebaskan. Kalau pulomas, aset berasal dari yayasan, dan 
mendapat bantuan dari Bank Dunia. Kenapa Pemda DKI Jakarta yang 
menguasai lahan ini karena terkait dengan SK Penguasaan tadi, 
pemerintah daerah berhak untuk menentukan suatu kawasan untuk 
dijadikan apa. SK ini silahkan pulomas dapat membangun area 
perumahan. 

 
BP : SKnya itu dari mana pak? 
 
NB : SK itu berasal dari gubernur. SK penguasaan kawasan yang luasnya 

350 hektar. Makanya dulu disebut sebagai otorita, karena yayasan ini 
diberi kewenangan oleh gubernur untuk melakukan pembebasan 
penguasaan lahan. Penguasaan dalam hal ini tidak secara legal, tapi 
mungkin secara politis. 
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Arti dari SK penguasaan ini bukan berarti lahan yang ada di kawasan ini 
dimiliki oleh pulomas, tetapi lebih memiliki arti bahwa dilarang orang-
orang itu melakukan transaksi jual beli untuk wilayah kepentingan dari 
yayasan, contohnya BKT, banjir kanal timur, itu SK penguasaan yang 
diberikan kepada walikota, supaya walikota bisa membebaskan BKT. 
Jika suatu daerah ingin dibangun, maka pemerintah bisa mengeluarkan 
SK penguasaan, nantinya, daerah ini dibawah pengawasan gubernur, 
segala aturan mainnya dibatasi. Jadi hal keperdataan dari pemilik di 
wilayah itu terbatas. Dia bisa menjual sembarangan, tapi tidak bisa 
membangun sembarangan. SK penguasaan cenderung kepada 
pengaturan peruntukan, peruntukkannya bisa komersial, perumahan, 
buat irigasi dan macam-macam, itu pemerintah yang atur. Jadi kalau 
suatu daerah dikenakan SK penguasaan berarti pengaturan 
peruntukkannya oleh pemerintah. 

 
BP : Kalau dari aspek hukumnya pak, maksudnya dasar hukum awalnya 

pendirian pulomas ini apa ya pak? 
 
NB : Dasar hukumnya ya berasal dari SK penguasaan. Kalau mengelola 

lingkungan seperti di Pondok Indah kita belum mampu karena biayanya 
cukup mahal. SK penguasaan itu mengatur suatu wilayah 
peruntukkannya untuk apa dan penguasaannya oleh siapa. Secara 
definitif masih belum jelas pulo mas jaya sebagai pengelola kawasan 
pulomas. Kalau Pondok Indah yang sudah mengelola lingkungannya 
bisa dikatakan sebagai pengelola. 
PT ini dulu berasal dari yayasan. PT pulomas mengelola kawasan itu 
sudah tidak tepat lagi, karena kawasan sudah dimiliki pihak ketiga. 
Suatu daerah sudah dibebaskan, kemudian dikerjasamakan, kemudian 
dibangun, selesai diserahterimakan, kemudian dikelola sendiri. Pulomas 
sudah tidak berkepentingan lagi untuk mengelola kawasan yang sudah 
dibangun oleh orang lain. Masing-masing kawasan sudah menjadi 
tanggung jawab lingkungan sendiri-sendiri. 

 
BP : Kalau status tanahnya pak dari pulomas ini gimana pak? 
 
NB : Status tanah kalau sudah dibeli oleh orang lain ya jadi hak milik orang 

lain. Tapi masih ada beberapa aset yang dikuasai oleh pulo mas, 
misalnya pacuan kuda, kawasan ria rio. Dulu waktu sebagai yayasan 
kita sebagai pengelola, misalnya dulu kita menata air di kawasan ini, 
dan ada mesinnya. 
Seharusnya pulomas bisa disebut sebagai kawasan khusus, karena 
asal-usulnya seperti itu, memang dahulu kita sebagai otorita. Cuma 
bagaimana supaya pulo mas sebagai pengelola kawasan, karena pulo 
mas tanpa mengelola kawasan tidak ada artinya. 
Pulo mas yang terbesar, artinya pemilik terbesar dari lahan-lahan yang 
ada di kawasan ini. Asal mulanya lahan itu dari pulo mas, setelah 
dilepas dan tinggal yang tersisa itu, apakah pulo mas masih bisa 
mengendalikan kawasan itu, dan dasarnya apa. Jadi harusnya pulo mas 
sebagai pengelola, tidak sekedar pengawas, kalau sekarang ini pulo 
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mas jadi pengawas. Kalau ada jalan kotor segala macem, kita masih 
ada kepentingan di situ untuk membersihkan. 
Seharusnya kalau sebagai pengelola, dari sisi anggaran berasal dari 
anggaran pemerintah, bisa daerah atau pusat, tapi kita kan tidak ada. 
Jadi DKI hanya berbentuk saham, dan sahamnya itu berbentuk tanah, 
dan tanah itu berasal dari yayasan juga. Dari SK dikasih ke yayasan, 
yayasan disuruh ngebebasin. Tahun 1996, yayasan bilang konsep kita 
sudah berubah, maka aset-aset dari yayasan tersebut diserahkan 
kepada pemda DKI, sama pemda DKI dijadikan sebagai penyertaan 
modal. Logikanya apa, kan asetnya bukan dari pemda. Karena memang 
aset ini awalnya dari yayasan, aset ini tidak tercatat di dalam aset 
pemda DKI, di Biro Perlengkapan DKI tidak dicantumkan aset ini. 
pembelian tanah di pulomas ini bukan dari uang negara tapi dari 
pinjaman bank dunia, world bank, yang waktu itu kan gembar-
gembornya mengembangkan daerah-daerah tertinggal. Kita di kawasan 
ini dibuat HPL (hak penggunaan lahan) supaya tidak hilang.  

 
BP : Kalau memang yang sebenarnya kaya gitu, sejumlah besar lahan 

dibebaskan, berarti lama-lama nanti pulomas jadi kecil ya pak, nanti 
gimana ya? 

 
NB : Iya. Lama kelamaan eksistensi sebagai pengelola kawasan itu hilang. 

Tapi kita berjalan di bisnis properti, jadi status kita di anggaran dasar 
lebih fleksibel, bisa punya usaha di seluruh Indonesia. Kita laporannya 
mekanisme PT, berdasarkan RUPS, pemegang saham. 
Hubungannya dengan DKI hanya sebatas sebagai pemegang saham, 
mengacu pada UU PT. tetapi kita punya mimpi sebagai pengembang 
kawasan. Jadi kita punya konsep kawasan terpadu. Konsep kawasan 
terpadu bukan ide dari DKI. Pacuan kuda bukan punya pemda, tetapi 
milik pulo mas yang sahamnya sebagian dimiliki oleh pemda DKI. 

 
BP : Kalau ingin membangun kawasan di sini pak, musti ada ijin dari DKI ya 

pak? 
 
NB : Dalam setiap pembangunan kita selalu ijin dengan DKI dalam hal ini 

adalah dinas tata kota DKI yang dimasukkan dalam Urban Design 
Guidelines (UDGL). Pembangunan di pulomas harus sesuai dengan itu, 
jadi tidak asal main bangun sendiri-sendiri saja. 
Pembangunan itu juga harus sesuai dengan konsep pembangunan pulo 
mas jaya, seperti konsep kawasan, konsep kawasan kita kan konsep 
hijau, jadi banyak pohonnya dibandingkan dengan kelapa gading. 
Secara legal, sebenarnya yayasan sebagai pengelola, kalau PT kita ga 
punya peruntukkan sebagai pengelola, dari misi, kita masih sebagai 
pengelola kawasan, kita masih memiliki tanggung jawab bila ada banjir, 
pemda DKI pasti menyalahkan pulo mas bila ada banjir di sini. Dari 
aspek legalitas kita agak sulit melaksanakan bahwa pulo mas sebagai 
pengelola karena kita PT, jadi kita harus mengembangkan dukungan. 
Kalau kita ngurus waduk ria rio, untungnya dari mana, banyak biayanya. 
Pembentukan PT membawa misi yayasan dulu.  
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BP : Selama ini pulo mas jaya ada hubungan ga dengan pemerintah pusat? 
 
NB : Hubungan kita dengan pusat tidak ada, ada hubungan pada saat 

kegiatan olah raga berkuda. Kita mengikuti kalender kegiatan berkuda di 
tingkat nasional. 

 
BP : Kalau pacuan kuda itu sejarahnya dulu seperti apa ya pak? 
 
NB : Sejarahnya dulu ya punya yayasan. Dahulu lokasi area yang sekarang 

menjadi tempat pacuan kuda ingin dibangun pusat bisnis. Pinggirannya 
perumahan, tengahnya pusat bisnis dan olah raga rekreasi. Kemudian 
ada instruksi dari Gubernur Ali Sadikin untuk membangun Pacuan Kuda 
dengan bekerja sama dengan pihak Australia untuk mengembangkan 
pacuan kuda. Jadi ya yayasan turut ikut. 

 
BP : Pulo mas ini berarti dikelola secara terpisah ya pak? 
 
NB : Kalau saya lihat di catatan anda, saya coba jawab satu-satu ya. 

Bagaimana susunan organ tersebut, PT, Bagaimana pengisian 
jabatannya, berdasarkan RUPS, bagaimana mengenai sumberdayanya, 
SDM swasta, bagaimana pengawasan terhadap lembaga ini selama 
berjalan, berdasarkan komisaris, hubungannya dengan pemerintah DKI, 
sebagai pemegang saham, hubungannya dengan instansi pemerintah 
terkait bidang atau fungsi yang ditanganinya, ya sebatas koordinasi. 
Bedanya di visi misi. Kita adalah pengembang kawasan adalah 
bagaimana mengembangkan kawasan, untuk mengelolanya diserahkan 
kepada pemda, misalnya jalan pada PU, taman pada dinas pertamanan, 
kalau pacuan kuda kita masih mengelola. Pengelola kawasan pacuan 
kuda dan lahan di wilayah ria-rio, 25 hektar, boleh, tapi sebagai 
pengelola kawasan pulomas sedikit sulit, karena sebagian urusan sudah 
diserahkan kepada pemda, waduk juga sudah diserahkan ke PU. Di 
perumahan-perumahan, lingkungan sudah diurus masing-masing, jalan 
oleh pemda, kita hanya membantu kalau ada taman atau jalan rusak, 
bukan mengelola, kita anggap itu sebagai CSR (corporate social 
responsiility). 

 
BP : Ada arah mau ke badan pengelola ga pak? 
 
NB : Arah ke badan pengelola cukup sulit karena beberapa asetnya sudah 

dimiliki oleh pihak lain, khususnya aset tanah.  
 
BP : Saya sedikit tertarik pak masalah tadi, kok aset tanahnya bisa jadi milik 

DKI, itu seperti apa ya pak? 
 
NB : Saya yang di sini saja juga bingung, apalagi kamu. Jadi dulu gini, jadi 

bagaimana pemda bisa mengembangkan kawasan tanpa biaya yang 
signifikan, metode yang paling praktis dibuat kawasan, jadi dibuat 
yayasan, uang dari luar negeri bisa masuk tanpa melalui pemerintah, 
jadi itu pinjaman swasta. Kenapa bentuknya yayasan? Bukannya PT? 
Itu ada kesempatan dari Bank Dunia punya dana untuk diberikan 
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kepada badan hukum, bukan pemerintah, maka dibentuk yayasan 
karena paling mudah, uang masuk ke yayasan, dia anggap yayasan 
adalah LSM. Kalau ga gitu Bank Dunia ga mau kasih. Kenapa tidak ke 
pemerintah kurang tahu? Awalnya yayasan perumahan pulomas, tahun 
80 jadi yayasan pulomas jaya. Tahun 80 Bank Dunia tidak memberikan 
bantuan dana lagi, karena hutangnya sudah lunas. Pada waktu itu 
mereka masih berpikir sebagai pengelola, hanya namanya saja 
yayasan, kenapa yayasan, karena uangnya dari yayasan, tapi kalo dari 
pemerintah namanya badan pengelola, seperti BPL Pluit, BPL 
Cempaka, GOR Senayan, Kemayoran, dan lain-lain. Untuk 
mengembangkan kawasan bingung aspek legalnya apa. Statusnya apa, 
kita statusnya hak milik, kita beli. Kalau perumnas statusnya HPL, tanah 
dibeli oleh pemerintah, perumnas hanya mengelola saja, HPL itu 
diatasnya HGB.  

 
BP : Saya lihat nama kawasan terpadu pacuan kuda pulo mas itu dari 

situsnya dinas tata kota? 
 
NB : Dasar hukum kawasan pacuan kuda terpadu tidak ada, hanya misi 

bisnis saja, cenderung kepada teknis. Kalau kita hanya 
mengembangkan kawasan pacuan kuda saja tidak ada hasilnya. 
Terakhir, biaya untuk PBB adalah 800 juta per tahun, sekarang jadi 3 
milyar per tahun. Sementara hasil dari pacuan kuda hanya 300 juta per 
tahun. Tekor dong. Yang tanggung jawab tetap pulo mas jaya karena 
dia yang punya aset dan pengelola. Kita berpikir bagaimana cara kita 
untuk menutupi biaya-biaya itu. Karena itu kita kembangkan konsep 
kawasan terpadunya sehingga bisa mensubsidi pacuan kuda. Kalau di 
pacuan kuda di Singapura bisa menyumbang ke PAD. 

 
BP : Kalau wewenang dari pulo mas jaya ini apa ya pak? 
 
NB : Kita pemilik sekaligus mengelola, baik mengelola langsung maupun 

mengelola melalui pihak ketiga. Kerja sama. Kawasan terpadu ada 
konsep-konsep kerja sama di dalamnya. Tujuannya untuk apa, yaitu 
untuk menutupi agar pacuan kuda tetap berjalan. Ada misi kita untuk 
mempertahankan pacuan kuda, bagaimana cara menghidupkan pacuan 
kuda, sehingga dibuat konsep untuk mendukung agar pacuan kuda 
tetap berjalan. Misi pulo mas jaya adalah agar pacuan kuda tetap 
berjalan, tetap eksis. 

 
BP : Kalau seperti yang dikembangkan sekarang, misalnya kaya di Pulomas 

Residence, itu aset tanahnya dijual atau gimana pak? 
 
NB : Pada prinsipnya kita tidak menjual aset, karena kan di HPLkan. Tidak 

ada area di kawasan pacuan kuda itu kita lepas, kalaupun kita lepas, 
hanya Hak Guna Bangunan saja. Tanahnya hak pengelolanya dari kita, 
misalnya Pulomas Residence, karena hak pengelolanya dari kita. Kalau 
sudah habis masa HGBnya, dia mau perpanjang, dia harus membayar 
kontribusi dahulu. HGB itu 30 tahun. Batam juga gitu. Itu bukan sewa, 
tapi kerja sama, lahan disediakan, pengusaha mau bangun, 
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bangunannya dijual tapi tanahnya tidak dijual. Keuntungan itu untuk 
membiayai pacuan kuda agar bisa dipertahankan. Kemauan kita agar 
tetap mempertahankan pacuan kuda, kalau berpikir secara PT, mungkin 
pacuan kuda lebih baik dijual. Tapi kan kita ada misi lain dari itu. 

 
BP : Baik pak terima kasih banyak atas informasi yang diberikan sama saya, 

mungkin itu dulu, nanti kalau sandainya masih ada hal yang saya kurang 
paham mungkin saya bisa tanya lagi ke bapak. Terima kasih banyak pak 
ya. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : Pihak Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
Waktu  : Senin, 7 April 2008, Pukul 09.30 WIB. 
 
BP : Apa yang dimaksud dengan kawasan khusus seperti yang ada di dalam 

undang-undang 32 dengan special district seperti yang ada di 
California? 

 
VR : Peraturan perundang-undangan kita seringkali sulit diperkawinkan 

dengan teori-teori yang ada. Ketika undang-undang 32 berbicara 
tentang kawasan khusus, tiap daerah bisa menangkapnya dengan arti 
yang berbeda-beda. 
Kalau DKI sendiri, kalau di dalam RPP itu sendiri memungkinkan setiap 
daerah untuk mengusulkan sebagian daerahnya menjadi kawasan 
khusus, termasuk daerah-daerah perbatasan, sehingga bisa dapat 
bantuan dari pemerintah pusat. 
Dalam kasusnya DKI, justru kita punya kawasan khusus yang 
seharusnya dikelola oleh kita tetapi dikelola oleh pemerintah pusat, dia 
cuma nyuruh-nyuruh kita aja untuk ngerapihin dan ngebenerin segala 
macem. 
Kalau kita kelola bersama berarti kita punya kewenangan bersama. 
Dalam kasus ini kewenangan ada di pemerintah pusat, seperti kawasan 
kemayoran bekas bandara, kemudian kawasan GOR Bung Karno dan 
kawasan pelabuhan di pelindo. Itu di dalam pelindo itu, dia bikin ruko 
dan segala macem itu dia tidak pake ijin loh dari DKI. Padahal kalau 
bicara ijin bangunan tidak hanya bicara kewenangan saja, tetapi itu 
bicara kelayakan bangunan untuk keselamatan, ijin itu kan untuk 
menjamin itu semua, kalau sekarang siapa yang mau bertanggung 
jawab terhadap itu. Ini ibarat wilayah kedutaan, ini wilayah saya, tidak 
perlu campur tangan dari kalian. 
Kalau bagi DKI sendiri, jangankan untuk mengusulkan kawasan khusus 
yang baru, kita mau ambil kawasan khusus yang sudah ada untuk 
dikelola oleh kita. Saat ini, Pemda DKI konsentrasinya adalah untuk 
menarik kawasan khusus yang sudah ada yang dikelola oleh pusat 
untuk dikelola oleh DKI. 
Sebenarnya kita tidak mau untuk mengusulkan kawasan khusus yang 
baru, tapi kita yang sudah ada ini seharusnya milik kita. Misalnya 
kawasan khusus di GOR Bung Karno, RTRW kita itu dia hijau, tapi 
sekarang ada plaza senayan, ada hotel, ada segala macem ada di situ, 
tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kewenangannya ada di 
sekneg. Harusnya balik dong ke kita. 
Kalaupun kawasan khusus ada di pulomas, kita tidak akan usulkan 
kawasan tersebut sebagai kawasan khusus ke pemerintah pusat, 
karena kita tidak perlu dana dari APBN, karena kita APBDnya cukup 
kuat. Kalau kita mau mengusulkan kawasan khusus, itu adalah yang 
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ada di KBN Marunda. Karena dia mau bangun pelabuhan segala 
macem, sampai saat ini, pelabuhan itu adalah wewenangannya 
pemerintah pusat. Misalnya ada orang asing mau kerja, imigrasi ada di 
sini. 
Pulomas ini pengertian kawasan khusus tidak sama dengan yang ada di 
undang-undang 32, itu seperti yang saya bilang tadi bahwa antara teori 
dan undang-undang tidak nyambung. Kita harus milih, apa kita bicara 
dari teori atau bicara dari undang-undang. Kalau bicara teori, mungkin 
pulomas lebih masuk akal, tapi bahasanya mungkin bukan kawasan 
khusus ya, mungkin kawasan stratejik. 
Kalau model kaya begini kita banyak, seperti kawasan tanah abang, 
satu pengelolanya misalnya PD Sarana Jaya, walaupun itu bukan 
tanahnya dia, dia sebagai pengelola. Itu kasusnya seperti ini, jadi kita 
memberi kewenangan kepada BUMD untuk mengelola itu. 
Pulomas tidak masuk seperti apa yang dibicarakan di undang-undang 
32 dari segi DKInya. Tapi jika dibandingkan dengan apa yang ada di 
California mungkin bisa. Scopenya terlalu kecil. Bagi DKI, ini bisa 
dibiayai oleh DKI sendiri atau dibiayai oleh swasta. Kalaupun DKI ingin 
mengusulkan kawasan khusus yang baru, kita mengusulkan Kawasan 
Berikat Nusantara Marunda, karena terkait dengan ijin imigrasi, ijin 
tenaga kerja, yang beberapa hal ada di pemerintah pusat, misalnya 
ekspor dan impor. 

 
BP : Kalau yang saya lihat di undang-undang itu kan memang hanya ada 

kriteria wilayah, begitu juga sampai di RPPnya, tidak dirinci mengenai 
organ yang mengelola Kawasan Khusus itu, lalu bagaimana organ yang 
layak untuk mengelola Kawasan Khusus ini ya? 

 
VR : Kalau kita bicara kelembagaan, kita bicara scopenya dia. kalau misalnya 

di pulomas, scopenya campuran antara perumahan, perdagangan, 
perkantoran, dan lain-lain, itu lebih ke arah economy oriented tapi 
ekonominya swasta, siapapun swasta mau investasi di sini, yang ijin-
ijinnya tetap melalui pemerintah daerah seperti biasa. 
Kalau yang KBN Marunda tadi, badan pengelolanya itu bisa sifatnya 
joint venture, yang jelas tidak bisa swasta murni, karena sangat 
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pengelolaannya bisa melibatkan 
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. 
Swasta lebih kepada kita dapat menarik modalnya, kewenangan daerah 
adalah kewenangan apa yang menjadi kewenangan daerah dan 
kewenangan pusat adalah apa yang menjadi kewenangan pusat, 
termasuk kemanan, meskipun sudah diberi status free trade zone, tetapi 
tetap harus ada pengawasan. Bicara kelembagaan, pulomas terlalu 
simple.  

 
BP : Jadi organ yang mengelola itu sesuai kepentingan pengembangan 

kawasan khusus itu ya? 
 
VR : Misalnya kawasan khusus yang ada di kalimantan barat yang 

berbatasan sama malaysia, itu mungkin orang dephan bisa duduk di 
situ, DPU, dan kehutanan, karena urusannya sudah batas lintas negara, 
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misalnya kalau ada kasus ilegal loging. Badan pengelolanya itu 
tergantung situasinya. 
Misalnya papua mau dibikin kaya pulomas, bisa jadi kawasan khusus, 
karena papua masih daerah yang sulit dijangkau, daerah urbannya 
sedikit. Tapi untuk DKI, yang hampir semua daerahnya adalah daerah 
urban, ini scopenya jadi kecil, sangat tergantung dari tiap daerah. 

 
BP : Apa mungkin memang sengaja tidak dirincikan mengenai organ 

pengelola dari kawasan khusus itu ya? 
 
VR : Organ yang tidak diatur di undang-undang 32 mengenai kawasan 

khusus bukan berarti kesengajaan. Seperti yang saya ingat, milsanya 
daerah yang ingin mengajukan kawasan khusus, daerah bikin FS, 
feasible study, baru diajukan ke pemerintah pusat, nanti di FS itu ada 
rincian mengenai organ pengelolaan kawasan khusus, dari situ 
pemerintah pusat menilai, apakah sudah layak atau belum. Misalnya 
pusat bicara ketahanan negara, keamanan, ekonominya mungkin tidak 
terlalu dilihat. Kelembagaannya tidak diatur agar fleksibel. 

 
BP : Kalau yang di GOR Senayan itu Kawasan Khusus bukan? 
 
VR : GOR Bung Karno itu sebenarnya kawasan khusus, karena kawasan itu 

adalah kawasan yang khusus dikembangkan untuk sarana dan 
prasarana olah raga, yang berfungsi juga sebagai paru-paru ibukota 
negara. 
Kita bisa katakan sebagai kawasan khusus, kalau ada event olah raga 
besar, itu terkonsentrasi di situ, itu merupakan representasi dari negara 
Indonesia di situ. Ada kepentingan nasional. Jadi kalau kita bicara 
kepentingan nasional, sensenya besar. Sampai sekarang masih dikelola 
oleh sekneg. Itu menjadi pertanyaan, sekretariat negara mengelola itu, 
kan aneh. Kalau kotor, tetap dinas kebersihan kita yang membereskan. 

 
BP : Kalau yang saya lihat di pulomas itu, icon yang mereka munculkan 

adalah pacuan kuda itu, penetapan lahan memang khusus buat pacuan 
kuda, bisnis properti yang ada di sekitar itu memang untuk membiayai 
pacuan kuda, menurut ibu ke depannya itu pacuan kuda bisa ga ke 
depannya seperti kawasan GOR Bung Karno seperti itu? 

 
VR : Pacuan kuda mungkin bisa jadi event-event internasional, tapi untuk 

sekarang tidak terlalu besar. Tetapi yang saya lihat adalah itu adalah 
sesuatu yang harus dipertahankan. itu mungkin bisa untuk 
menggalakkan olah raga berkuda di Indonesia. 
Kalau diusulkan sebagai kawasan khusus ke pemerintah pusat, itu tidak 
masuk, karena dia tidak punya representasi yang besar dibandingkan 
dengan GOR Bung Karno. Tinggal kita mau lihat apa dari undang-
undang apa dari teori, dan kedua-duanya itu tidak bisa digabung. 

 
BP : Bagaimana nanti sifatnya dari pengelola dari Kawasan Khusus itu, kalau 

dari pemda dengan pemerintah pusat itu bu? 
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VR : Dalam hal pengelolaan, kalau ada sharing modal, kita bisa bilang kerja 
sama. tapi kalau pusat tidak mau ada sharing, berarti pengelolaanya 
bisa penuh di DKI. 
Misalnya GOR Bung Karno, karena mengandung kepentingan nasional, 
jadi dikelola oleh sekneg, dia seharusnya mengeluarkan surat yang 
menerangkan menyerahkan pengelolaan kepada DKI, walaupun ini 
event internasional. Jadi, meski pengelolaannya ada di DKI, 
budgetingnya bisa fivty-fivty atau berapa lah. Itu sense sebagai kawasan 
khusus bisa terasa. Jadi makna kawasan khusus di situ bahwa 
pemerintah pusat punya kewenangan dan menyerahkan kewenangan 
pengelolaannya. 
Jiwa undang-undang 32 mengenai kawasan khusus adalah bahwa di 
situ ada campur tangan pemerintah pusat. Campur tangan itu bentuknya 
bisa bermacam-macam, dari yang sedikit sampai yang banyak.Yang 
paling rendah misalnya, kalau ada apa-apa, demi keamanan negara, 
demi gengsi negara, pemerintah pusat bisa melakukan sesuatu. Seperti 
GOR itu, misalnya saya serahkan kepada Pemda DKI untuk 
mengelolanya, tapi kalau ada sesuatu yang berkepentingan dengan 
kepentingan nasional, pusat bisa merecover. 

 
BP : Seandainya memang kalau GOR Senayan itu dikasih ke DKI, lalu badan 

pengelolanya nanti seperti apa ya bu yang sesuai kalau dari DKI 
sendiri? 

 
VR : Seandainya DKI diberi kewenangan untuk mengelola GOR Bung Karno, 

kita bisa membuat badan pengelola, karena sifatnya nonprofit, atau bisa 
seperti badan otorita. Itu bukan badan usaha. Pulomas itu BUMD, badan 
usaha, dan DKI hanya penyertaan modal, semakin besar modal kita, 
semakin besar kita menyetir dia. begitu pula sebaliknya. 
BUMD adalah aset yang dipisahkan. Bicara kewenangan adalah beda 
dengan kewenangan pemerintah. Sense pemerintahnya ga ada di sini 
karena dia badan usaha. Jadi kita ga kasih desentralisasi di sini.  
Sifatnya badan pengelola di GOR, misalnya struktur kelembagaan yang 
nonprofit, kita baru bisa bilang masalah desentralisasi, tapi kalau sudah 
bicara BUMD atau pendirian PT, itu sudah tidak bicara kewenangan di 
situ, itu tergantung sharingnya berapa, besar atau tidak. 

 
BP : Kalau di GOR Senayan itu sendiri nanti sebagai badannya tetap kendali 

dari DKI masih kuat ya? 
 
VR : Kalau GOR, kita bisa buat badan pengelola, sentra primer barat, sentra 

primer timur, dia khusus mengelola itu, atau bisa saja diserahkan 
kepada salah satu dinas untuk menjadi pengelola, misalnya dinas olah 
raga. Jadi seluruh areanya itu di bawah kendali dinas olah raga. Itu 
berarti desentralisasi kekuasaannya ada di situ, dari gubernur 
diserahkan kepada dinas olah raga untuk mengendalikan itu 

 
BP : Berarti nanti DKI akan mengusulkan GOR itu jadi Kawasan Khusus ya? 
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VR : Tidak usah diusulkan itu GOR Senayan sudah jadi Kawasan Khusus. 
Kalau di RPP itu, tadinya daerah tidak punya kawasan khusus apa-apa, 
lalu daerah mengusulkan kawasan khusus kepada pemerintah pusat. 
Jiwa  undang-undang 32 tentang kawasan khusus adalah ada campur 
tangan pemerintah pusat, tapi besar kecilnya berbeda-beda. 
Kalau di GOR Bung Karno, itu sudah menjadi kawasan khusus, karena 
sudah ada kewenangan pusat di situ. Misalnya Propinsi Jawa Barat, dia 
ga punya kawasan khusus, karena di dalam areanya tidak ada kawasan 
yang dikuasai atau ada campur tangan oleh pemerintah pusat. Misalnya 
mau buat bandara di Cirebon, baru dia bisa mengusulkan kawasan itu 
sebagai kawasan khusus ke pemerintah pusat, karena mungkin dia 
minta budget, bantuan technical assistance dari pemerintah pusat, 
misalnya dari Dephub. Kalau di DKI, kawasan khususnya sudah ada, 
cuma seratus persen dipegang oleh pemerintah pusat. Itu malah yang 
mau kita minta, kita ga mau ngusulin baru, kecuali yang KBN Marunda. 

 
BP : Untung ruginya kira-kira gimana ya bu? 
 
VR : Misalnya provinsi atau kotamadya atau kabupaten berpikir, ini di luar DKI 

ya, bahwa ada suatu daerah yang perlu perlakuan khusus, tapi untuk 
membuat perlakuan khusus pemerintah daerahnya tidak mampu, dia 
perlu dukungan dari pemerintah pusat, misalnya dana, technical 
assistance, jadi bantuannya tidak hanya uang, dan harus ada 
kewenangan dari pemerintah pusat, makanya pemerintah pusat perlu 
menilai, pantas atau tidak daerah ini dijadikan kawasan khusus kita 
terlibat di sini. Misalnya Kabupaten Bintan yang mengajukan kawasan 
khusus. Kalau pulomas hampir murni swasta.  
Kalau di DKI, kita kuat, kita tidak perlu bantuan dari pemerintah pusat, 
bahkan jalan-jalan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kita yang bayarin, 
harusnya mereka yang bayar. Sewaktu pembahasan RPP itu pusat 
menawarkan kepada daerah untuk mengajukan kawasan khusus, tetapi 
DKI tidak mengajukan, justru kita minta yang sudah ada untuk dikelola 
DKI. Justru kebalikannya kalau kasusnya di DKI. Kita tidak perlu 
bantuan dari APBN dan technical assistance. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : Pihak Departemen Dalam Negeri 
Waktu  : Selasa, 15 April 2008, Pukul 14.00 WIB. 
 
 
BP : Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Khusus seperti yang tertuang 

di dalam undang-undang 32? 
 
IMS : Kawasan industri pulogadung, PIK, kawasan industri makassar, itu 

masuk kawasan milik daerah. Kawasan khusus kewenangan pemda, 
pemda bisa membuat apa saja. Kawasan khusus yang ada di undang-
undang 32 itu kawasan milik nasional untuk kepentingan nasional. 
Ketika kawasan khusus dibentuk untuk kepentingan pemda dan menjadi 
domain pemda itu tidak banyak masalah, tapi ketika kawasan khusus 
berkaitan dengan kepentingan nasional, misalnya di Batam, Sabang, 
tapi ketika bercerita tentang kawasan khusus yang dikelola BUMD ini 
bukan bersifat nasional. Jadi suka-suka pemda, jika ingin membentuk 
BLUD, BUMD. 

 
BP : Rupa-rupanya di dalam RPP mengenai Kawasan Khusus tidak dirinci 

mengenai organ yang mengelola Kawasan Khusus, lalu bagaimanakah 
dengan aspek kelembagaan dari pengelolaan Kawasan Khusus? 

 
IMS : RPP itu mengatur tentang kawasan khusus yang berskala nasional. 

Misalnya Jakarta ingin membentuk kawasan khusus yang skalanya 
nasional, ada beberapa hal yang menyangkut kewenangan nasional, 
kalau kewenangan daerah semua, apalagi, itu menjadi otonominya dia. 
Tapi ketika ada urusan pajak, bea dan cukai, ini ada yang menyangkut 
kepentingan nasional, artinya kepentingannya bisa lintas provinsi. 
Ketika pusat mengajukan ke daerah, daerah dilibatkan, usulnya bisa dari 
daerah juga, dan banyak yang ada di luar kewenangan kita di sini. 
Mengenai organ, tidak mungkin dikelola oleh pemda DKI karena sifatnya 
nasional. 
Ketika kawasan khusus untuk kepentingan nasional, seperti Batam, 
jelaskan dulu tujuannya untuk apa, apa untuk pelabuhan bebas, 
kawasan berikat, kemudian apa saja urusan yang muncul, misalnya 
pajak, imigrasi, infrastruktur. 
Ketika diajukan, misalnya ini cocok dikelola oleh otorita, jadi 
kewenangan-kewenangan itu didelegasikan ke otorita. Baru kemudian di 
sini ada pemda Batam, bagaimana titik temu antara pemda batam 
dengan otorita ini. 
Urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemda misalnya menyiapkan 
tanah, urusan birokrasi, sumberdaya air, jalan, tata ruang. Tujuannya 
harus jelas terlihat, jadi bisa diidentifikasi siapa stakeholders terkait, 
nanti ketahuan bentuk pengelolaannya bagaimana. Ketika ada interface, 
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titik temu antara kewenangan pusat dengan kewenangan daerah, 
sejauh mana daerah diajak, baru dirumuskan. 

 
BP : Misalnya saya mau ambil contoh yang di Batam pak, hubungan Pemkot 

Batam dengan Otorita Batam itu sendiri bagaimana pak? 
 
IMS : Misalnya di Batam, ini implikasinya sangat banyak, ada beberapa hal, 

ada satu ini semacam enclave, maka seharusnya tidak ada tempat 
tinggal di sini, begitu ada tempat tinggal dia butuh KTP, KK. Ketika ada 
enclave, ditentukan tujuannya, untuk kawasan berikat, free trade zone, 
tidak boleh ada tempat tinggal di sana, pemda batam tidak diikutkan di 
sini. Batam sekarang sudah kacau balau, penduduk tinggal di sana, 
bingung ngaturnya. Pemda batam harus berbagi tugas dengan otorita, 
yang mana dipegang oleh pemda batam dengan ototita. 
Batam ini anomali, karena dulu jaman Pak Harto kan sentralisasi, 
pemda batam dulu dibentuk untuk mengakomodasi aspek administrasi 
kependudukan dari batam,  misalnya ada penduduk, bagaimana 
KTPnya, maka dibentuk kota administrasi batam, yang dibentuk untuk 
membantu otorita batam, makanya dia dipegang oleh otorita batam. 
Tapi seiring reformasi, otonomi menguat, otonomi mereka yang punya, 
pemda batam merasa berhak untuk mengambil otorita batam. Maka 
kalau ke depan, kalau pusat membuat, libatkan kota batam. Batam 
adalah contoh yang salah dan tidak mau diulangi lagi. 
Area otorita batam itu bisa berbentuk enclave, atau bisa keseluruhan, 
namun jika keseluruhan dari pulau batam itu, penyelundupan banyak 
yang masuk. Free trade zone itu bebas pajak, bebas pph, ppnbm. 

 
BP : Mungkin akan seperti itu ya pak, ketika saya wawancara dengan pihak 

DKI, yang rencananya akan mengajukan Kawasan Khusus di Marunda 
untuk dijadikan Kawasan Berikat? 

 
IMS : Ketika marunda mau dijadikan kawasan berikat, kalau penduduk ikut di 

sini, itu berbahaya, sepanjang penduduk tidak ikut di sini itu tidak 
masalah, orang cuma ngantor aja di sana. Benar tidak dia benar-benar 
exclusive, lalu IMBnya bagaimana, boleh tidak dia suka-suka, tata 
ruangnya bagaimana, boleh tidak suka-suka, ijin lokasinya bagaimana 
boleh tidak suka-suka. Ya mau tidak mau, harus ngomong sama daerah, 
itu yang dimaksud dengan ngajak ngomong dengan daerah, karena dia 
berada di wilayah pemda. Lalu dengan interkoneksi antar infrastruktur 
yang ada di sana, dengan jalan, ada terkait dengan PDAM DKI, 
sampah, itu harus dianalisis dari sisi kewenangan. 
Pertama, Marunda itu mau dijadikan apa, kedua menyangkut 
kewenangan siapa, ketiga bagaimana peran pemangku kewenangan 
masing-masing. 
Misalnya Marunda ingin menjadi pelabuhan internasional, kewenangan 
pelabuhan internasional menjadi kewenangan pusat, misalnya pajak, 
tapi lokasinya, tata ruangnya, tanahnya, infrastruktur terkait menjadi 
kewenangan daerah. 

Analisis aspek-aspek ..., Bayu Permono, FISIP UI, 2008



Ketika itu, bagaimana cara mengaturnya, apakah daerah bisa bangun, 
bisa, swasta saja bisa seperti jalan tol. Tapi ketika kepentingan nasional, 
lintas provinsi, itu kewenangan pusat, maka minta ijinnya ke  pusat. 
Ketika daerah yang memiliki inisiatif, ada kewenangan pusat di sana, 
maka daerah harus bicara dengan pusat, misalnya bagaimana dengan 
pajaknya, bea dan cukai, jadi ada delegasi kewenangan pusat di sana, 
kepada siapa, kepada otorita. Adakah kepentingan nasional yang terkait 
di sini. 
Identifikasi, mau jadi apa, nanti MOUnya ketahuan bagaimana power 
gamenya di sini, kewenangan siapa yang terkait di sini, stakeholdersnya 
siapa saja.  
Misalnya ada delegasi masalah bea cukai, mau buat cabang atau otorita 
yang diberi kewenangan bea cukai. Ketika bebas pajak, pajak mana 
saja yang bebas. Itu kewenangan siapa originalnya, nanti bagaimana 
kewenangan itu. 
Apa kesalahan batam, itu campur aduk, ada penduduk dan kacau balau. 
Batam dulu dibentuk tujuannya untuk menampung limpahan Singapura. 
Dulu pulau kosong itu, harusnya penduduk yang masuk di sana adalah 
penduduk yang profesional, masuklah sampah di sana, got tidak karuan, 
prostitusi masuk di sana, maka muncul masalah sosial, sedangkan 
otorita batam tidak dibentuk untuk mengatasi masalah sosial itu, maka 
dibentuk kota administrasi batam. Kota administrasi tersebut 
menampung aspek-aspek sosial daripada otorita batam. Kemudian 
datang reformasi, muncul daerah otonom, maka daerah otonom 
berkuasa di otorita, jadi otorita mau diambil sama daerah otonom ini. 
Lalu kita ambil Pelabuhan Bebas Sabang. Lain lagi ceritanya. 
Pelabuhan bebas sabang, ada masalah pajak, bea cukai, dan lain-lain, 
itu oleh undang-undang Aceh disapu bersih semua, dikasih semua oleh 
pengelola pelabuhan sabang, berarti pengelola harus diberi 
kewenangan pajak, bea cukai, ekspor impor, dan lain-lain segala 
macem, lalu bagaimana sistem kontrolnya, pengawasannya bagaimana. 
Lalu ketika marunda mau dibuat seperti itu, ada otorita, ketika sifatnya 
cross kewenangan, siapa yang akan mengelola di sana, boleh ada kerja 
sama antara pusat dan daerah, boleh, ada PP 50 tahun 2007. Lalu 
pengelolaannya apakah profesional, kita mau cari manajemen yang 
profesional, dan manajemen itu menyangkut masalah pajak dan bea 
cukai, bagaimana delegasi ke manajemen itu. Kalau dikasih delegasi itu 
ke pengelola itu dari sektor publik, birokrasi lamban, tidak reformis, 
gawat juga, bisa jadi sarang korupsi. Kalau diberi ke manajemen 
pengelola yang profesional, source of powernya bagaimana, misalnya 
mau tidak kantor pajak mendelegasikan kewenangan ini ke manajemen 
pengelola, apa implikasinya, itu bisa macam-macam skenarionya. Kalo 
berbicara pulomas, untuk pulomas, too small untuk bicara seperti ini.  

 
BP : Kalau memang daerah yang mengusulkan untuk membentuk Kawasan 

Khusus, apa memang desentralisasinya lebih kuat atau bagaimana? 
 
IMS : Kekuatan desentralisasi dalam pembentukan kawasan khusus 

tergantung dari arrangementnya. Kalau di marunda, bisa ada 
pelabuhan, ada pabrik, ketika barang masuk dari luar negeri masuk ke 
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marunda. Kalau yang umum, mereka bayar pajak impor, bea cukai, 
pajak, segala macem, ada kewenangan departemen keuangan, 
perdagangan. Berarti pengelola di sana harus mendapat delegasi 
kewenangan dari pusat tersebut kepada badan otorita di sana. Otorita 
itu siapa, bisa ada wakil dari pemda dan ada wakil di pusat disesuaikan 
dengan MOUnya, apa hak dan kewajiban pemda dan pusat. 

 
BP : Tapi memang seperti yang ada di pasal 9 itu tidak dijelaskan secara 

detail mengenai organ yang mengelola itu bagaimana pak? 
 
IMS : Ya tidak ditentukan organnya di peraturan, ya biar menjadi fleksibel, 

karena arrangementnya bisa berbeda-beda sesuai tujuan 
peruntukkannya. PPnya belum jadi karena kompleks sekali persoalanya. 

 
BP : Nanti dalam pemberian delegasi itu melalui apa pak? 
 
IMS : Apa bentuk delegasinya, apa SK, siapa yang mengeluarkan SK. 

Tergantung power gamenya bagaimana. Ini kan makhluk baru. Ketika 
membuat Kawasan Khusus, ada kompleksitas kewenangan, 
kelembagaan, profesionalisme, pendanaan, dan hasilnya bagaimana. 

 
BP : Kalau saya merujuk ke pulomas, memang yang saya lihat pacuan kuda 

itu kan dimiliki daerah pak, dan pacuan kuda di Indonesia yang sudah 
bertaraf internasional kan ada di pulomas, mengacu juga pada undang-
undang 3 tahun 2005 memang mengenai fasilitas olah raga, apalagi 
pacuan kuda, masih dipertahankan. Seperti juga pak saya pernah 
melihat artikel, ada radiogram dari mendagri pada tahun 88, memang 
mengkhususkan seperti pacuan kuda pulomas itu memang 
eksistensinya harus dipertahankan. Sampai sekarang pacuan kuda itu 
masih dikelola oleh BUMD. Seandainya pacuan kudanya itu berubah 
fungsi lahannya itu pak, yang undang-undang 3 tahun 2005 kan ada 
intervensi di situ, itu bagaimana pak? 

 
IMS : Misalnya pacuan kuda menjadi kewenangan pusat, pemda mau buat, 

saya mau minta ijin ke pusat, selesai sudah, misalnya juga dalam 
pembangunan jalan tol. 

 
BP : Saya pernah lihat rancangan mengenai kawasan khusus dari LAN pada 

saat undang-undang 22 tahun 99 masih berlaku, jadi efeknya nanti 
daerah itu dinas-dinas akan dihapus, dan akan dibentuk Badan 
Pengelola, dan fungsi-fungsi dari pelayanan pemerintah daerah akan 
dikelola oleh badan pengelola itu pak sesuai potensi dari kawasan itu 
pak. Misalnya di Ancol itu potensinya wisata. Jadi memang 
desentralisasinya adalah desentralisasi fungsi, itu bagaimana pak? 

 
IMS : Badan pengelola pengganti dinas sama halnya dengan one stop service. 

Semua peran dinas banyak dilebur, dijadikan one stop sevice. Itu tidak 
akan complicated, tergantung maunya kepala daerah dan DPRDnya 
mau bentuk apa. Dalam konteks undang-undang 32 ini tidak sama 
dengan kawasan khusus dengan konteks nasional. Itu seperti PIK, itu ya 
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punya pemda, silahkan saja. Kawasan khusus ini semua masuknya 
konteksnya nasional. Kalau yang lokal itu urusannya pemda saja. 

 
BP : Saya kan menganalogikannya dari special district yang ada di California 

pak, memang pelayanan yang dikelola oleh unit khusus dari pemerintah, 
itu bagaimana pak? 

 
IMS : Analogi kawasan khusus dengan special district yang ada di California, 

buat saja lembaga untuk mengatur kawasan itu, itu kan mengangkut 
kewenangan internal. Misalnya banjir kanal timur, kalau sudah jadi, 
siapa yang ngurus, kalau tradisonal kan dinas PU yang ngurus, ketika 
pemda DKI punya pemikiran yang luas bisa dijadikan waterfall city, 
tempat wisata, bisa dibuat otorita lokal, pengelola kawasan banjir kanal 
timur, apa saja bisa dibuat. 

 
BP : Analogi seperti itu kan memang bisa dikatakan sebagai special district, 

tapi special district itu sendiri bisa ga untuk dianalogikan dengan 
undang-undang 32 tentang kawasan khusus? 

 
IMS : Analogi tersebut bisa dianalogikan dengan special district. Tapi dengan 

kawasan khusus di undang-undang 32, merupakan kawasan strategis 
yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, dari sudut 
politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. 
Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan 
tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa 
kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, dan kegiatan industri 
dan sebagainya. 
Jadi kawasan ini kawasan strategis yang sifatnya nasional. Misalnya 
mau buat komplek terminal terpadu di Blok M, ada terminal, 
supermarket, ada tempat parkir, siapa yang mengelola? Dinas pasar 
sudah tidak kuat dia dari kompleksitas persoalannya. Misalnya kita akan 
buat badan pengelola Blok M. kewenangan siapa saja itu, misalnya 
keamanan dan ketertiban, kebersihan, aspek bangunan, pendapatan, itu 
digabung di badan pengelola itu.  

 
BP : Saya tahap awalnya memang agak kesulitan mencari teori dasar dari 

kawasan khusus yang ada di Undang-undang 32 itu pak, jadi saya cari 
saya dapatnya dari California itu pak. 

 
IMS : Kenapa di luar negeri itu menjadi hal yang spesifik, karena kewenangan 

daerah di luar negeri itu kecil sekali, hampir semua kewenangan yang 
ada adalah kewenangan basic services. Anda lihat di berbagai negara, 
paling pendidikan, kependudukan, kesehatan, lingkungan, jalan, dan 
sebagainya, tapi di Indonesia otonominya luas sekali, kalau luar negeri 
otonominya sempit sekali. 
Kalau anda perhatikan, What is local government? Local government is 
government in local level, doing local affairs. Tapi di Indonesia, Local 
government is government in local level, doing national affairs. Nah itu 
penyakitnya. Gede sekali urusannya. Makanya begitu konsep-konsep 
kawasan khusus masuk, itu masuk domain kewenangan pemda, ga urus 
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lagi kok, jadi hati-hati dengan perbedaan filosofi di sana. Makanya 
Kawasan Khusus di Indonesia larinya ke kepentingan nasional. Misalnya 
mau buat Kawasan Khusus latihan perang, kawasan hutan lindung, 
kawasan DAS, daerah aliran sungai, Kawasan Khusus juga. 
Kalau masuk tataran internasional memang betul, kewenangan local 
government yang diserahin sangat kecil, ga kaya Indonesia. Ga ada di 
luar negeri local government ngurus laut, ngurus hutan, ga ada. Paling 
ngurus gorong-gorong, got, library, kecil-kecil aja. Makanya cepat sekali 
mereka mengatakan Kawasan Khusus di sana. Kalau di Indonesia 
kawasan khusus kalau sudah menyangkut kepentingan nasional. Kaya 
penjara itu di Nusa Kambangan itu kawasan khusus.  

 
BP : Kalau special district itu kalau diIndonesiakan itu apa bisa dikatakan 

sebagai kawasan khusus atau hanya sebatas badan pengelola dari 
pemda? 

 
IMS : Special district di Indonesia itu bisa saja dianalogikan dengan badan 

pengelola kawasan dalam scope yang kecil. Ada kewenangan pemda 
yang terpadu di sana. Semua kepentingan ada di dalam kewenangan 
pemda. Dibuat itu badan pengelola ya terserah aja. Mendapat 
pelimpahan wewenang dari dinas-dinas yang terkait. Siapa yang ngatur, 
ya kepala daerah dengan DPRD. Selesai urusannya. Kalau Kawasan 
Khusus sudah menyangkut strategis nasional. 

 
BP : Kalau di undang-undang 32 itu kan pelabuhan dan perdagangan bebas 

kan diatur dengan undang-undang, tetapi kawasan khusus yang lain 
hanya diatur dengan PP, itu gimana pak? 

 
IMS : Pelabuhan kan diatur sebagai undang-undang karena itu dari sabang, 

dari jaman dulunya sudah begitu, sabang dari dulu sudah diatur dengan 
undang-undang. Sejarah itu. Dari jaman dulunya sudah begitu. PP 
tentang kawasan khusus pun belum jadi-jadi, puyeng bikinnya, ga 
gampang. Ketika berbicara pulomas, bagaimana aktor lokal yang 
bermain di pulomas. Itu semua domain local government. Terpadu itu 
kegiatannya apa saja. Ada kewenangan dinas perumahan, dinas 
perdagangan, dinas kebersihan, retribusi, kepegawaian, keuangan, 
melibatkan berapa dinas, dan lain-lain. Ada beberapa stakeholders yang 
terkait di sana. Dinas-dinas itu memberikan pelimpahan wewenang. 
Pelimpahannya itu dengan SK Gubernur cukup, karena itu terkait 
dengan kewenangan eksekutif.  
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : Pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
Waktu  : Senin, 28 April 2008, Pukul 07.30 WIB. 
 
 
BP : Sebenarnya kriteria apa yang bisa dikatakan sebagai kawasan khusus? 
 
SD : Jadi gini, kawasan khusus itu sebetulnya, kenapa kita perlu kawasan 

khusus, karena kawasan khusus diperlukan ada special policy, misalnya 
bebas pajak, bea dan cukai, pulomas ga kena. Kriterianya harus untuk 
kepentingan nasional karena tidak mungkin dikerjakan oleh daerah 
sendiri, karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.  
Kalau ingin mengembangkan suatu kawasan industri yang memiliki 
peluang untuk melakukan ekspor dan impor besar-besaran. Misalnya 
kita menangkap barang-barang industri dari eropa, misalnya parfum 
dalam bentuk kapal tanker, silahkan tanker berhenti di pelabuhan 
kawasan khusus, barang itu kalau biasanya harus masuk bayar pajak. 
Kita bilang ini kawasan khusus karena tidak harus bayar pajak, silahkan 
masuk ke kawasan industri, lalu kita buatkan pabrik botolnya, buatkan 
pabrik kemasannya, jadi ada kerjaan buat kita kan. Ada buruh yang 
kerja, ada manajer yang kerja, bahkan ada pabrik botol yang punya kita 
juga kan. 
Pekerjaan memindahkan dari kapal tanker ke botol kemasan, itu 
diekspor lagi, itu bukan buat Indonesia, jadi istilahnya Free Trade Zone, 
perdagangan bebas. Barang diimpor, tapi tidak dikonsumsi. Barang itu 
diolah lebih lanjut lalu diekspor lagi, tidak usah bayar lagi. Biasanya 
masuk bayar keluar bayar. Inilah khusus. Itu kewenangan siapa, yakni 
kewenangan pemerintah pusat karena berkaitan dengan fiskal, bukan 
kewenangan pemda. 
Nah kalau kawasan khusus ini besar, banyak persoalan bea dan cukai, 
pajak, begitu juga ekspor impor kalau ada pabrik kapal di situ. Kita 
intinya membuatkan kapal. Selama ini kalau kita impor besi bayar pajak. 
Impor alat-alat komponen, mesin, AC, bayar. Karena ini bukan untuk 
konsumsi, kita ingin membuat kapal, lalu kapal diekspor lagi, jadi ya kita 
siapkan kawasan yang itu namanya kawasan khusus. Silahkan nanti 
tuan-tuan yang mau membuat kapal, order, kami siapkan. Jadi besi-
besi, mesin, AC diimpor, lalu jadi kapal, lalu berangkat lagi, bukan buat 
kita.  
Di mana kita untungnya? Kita untung ada tenaga kerja terbayar. Bisa 
juga komponen-komponen yang berasal dari kita laku, barangkali besi 
bisa dari komponen kita, jadi kita tidak usah impor. Yang impor misalnya 
dari barang-barang yang memang kita tidak bisa kita buat. 
Komputer juga begitu, cangkangnya dibuat dimana, chipnya dimana, 
semua-semuanya dibuat di tempat negara-negara lain, berdatangan 
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misalnya di kawasan khusus batam, dikemas jadilah pack komputer 
yang lengkap dengan kemasannya. 
Itulah kawasan khusus. Mula-mula hanya persoalan pajak, tapi lama-
lama ijin ekspor impor, lalu ada imigrasi tenaga kerja asing, moneter, 
semua urusan pusat. Mereka ingin membuat bank rupa-rupa merek 
yang tidak ada di jakarta, itu kawasan khusus silahkan saja, bikinlah 
bank di situ, nanti uangnya tidak keluar masuk ke Indonesia. Ya 
perbankan sana, dari mereka untuk mereka. Karena itu kita sebut 
kawasan khusus.  

 
BP : Bagaimana nanti dengan pengelola dari Kawasan Khusus? 
 
SD : Kalau pulomas di tengah kota, mau khusus apa. Tidak bisa. Kawasan 

khusus itu karena semua berakibat ada tiga pihak di setiap lokasi di 
Indonesia ini selalu berurusan dengan tiga tingkatan pemerintahan. 
Pasti ada kerjaan pemerintah pusat, provinsi dan kota. Kalau selama ini 
di jakarta ya ijin-ijin bangunan cukup dari jakarta. Tapi kalau bicara 
tentang ijin industri, kaya investasi asing ya pemerintah pusat. 
Kalau seperti di Batam, ijin bangunan dari kota, kalau membuat 
pelabuhan itu urusan provinsi. Bagaimana kawasan industrinya itu kota. 
Bagaimana ekspor impor itu pusat. Harusnya kan tidak boleh misah-
misah begitu, jadi harusnya dalam satu pintulah, satu atap. Di situ ada 
orang pusat, ada orang provinsi dan ada orang kabupaten/kota. Atau 
tidak usah ada siapa-siapa. Satu kelompok kerja saja yang mewakili 
semua. Jadi kekhususannya adalah segala keputusan pemerintah pusat 
tidak usah lagi dari jakarta, cukup diputuskan oleh orang-orang yang 
ada di lapangan. Oleh karena itu kelembagaanya harus ada yang 
namanya lembaga yang melayani pusat, provinsi, kab/kota di lapangan. 
Jadi pelayanan administrasi pemerintahan. 
Ada lagi pelayanan penyediaan sarana dan prasarana. Bisakah ini oleh 
otonomi? Kalau ini berkaitan dengan kepentingan nasional juga, dan 
memang otonomi pasti akan berbagi dengan jalan harus berbagi-bagi ke 
seluruh daerah, kalau begini harus ada yang khusus untuk membangun, 
mungkin ini uang pusat. Lalu ada perbedaan persaingan internasional, 
itu urusan pusat. Bagaimana kawasan khusus ini kalau dibiarkan? Ya 
kawasan khusus harus memiliki untung. Tadinya pulau batam itu 
kosong, mungkin harganya cuma 250 perak. Begitu dijadikan kawasan 
khusus, dibuat jalan, jadi 2,5 juta. Siapa yang untung, apa hanya 
pengembang, jangan dong. Ini negara harus mendapat untung, 
bagaimana hasil keuangannya, ini kita pinjamkan.  

 
BP : Bagaimanakah pengaturan mengenai penetapan Kawasan Khusus? 
 
SD : Mula-mula undang-undang menetapkan adanya kawasan khusus. 

Kemudian ada peraturan pemerintah mana saja yang kawasan khusus 
itu. Kemudian kelembagaanya nanti oleh peraturan presiden saja.  
Kelembagaan kawasan khusus dan kriteria kawasan khusus itu dua hal 
yang berbeda. Mencari kriteria kawasan khusus saja itu ada kriteria 
lokasi, kriteria teknis, kriteria persaingan antar bangsa, kriteria skala 
usaha, dan sebagainya itu mungkin lebih bersifat teknis.  
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RPP itu bukan yang mengatur kelembagaan, tetapi RPP itu yang 
menetapkan mana kawasan yang bisa dikategorikan sebagai kawasan 
khusus. Di dalamnya ada kisi-kisi kelembagaannya. Jadi RPPnya untuk 
spesifik lokasi, bukan pengaturan umum.  
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

 

 

Informan : Pakar Hukum Administrasi Negara 
Waktu  : Rabu, 21 Mei 2008, Pukul 16.30 WIB. 
 
BP : Apa yang sebenarnya dimaksud dengan Kawasan Khusus pak, 

sementara saya memahaminya dari pengertian special district di 
California kok agak beda dengan pengertian Kawasan Khusus yang ada 
di Indonesia ini pak? 

 
SN : Kawasan khusus itu berkaitan dengan fungsinya, dan itu kan turunan 

dari desentralisasi fungsional, misalnya Kampus UI ini sebenarnya 
Kawasan Khusus, khusus untuk pendidikan. Misalnya juga pangkalan 
militer angkatan darat, itu juga Kawasan Khusus, di mana pemda ga 
bisa masuk ke situ kan, walaupun area ini ada di dalam wilayah pemda. 
Misalnya areal UI ini, Pemkot Depok ga bisa masuk ke sini. Ini karena 
regulasi areal ini dari UI. 

 
BP : Konfirmasi saya dari pihak Depdagri mengisyaratkan kalau di Kawasan 

Khusus itu tidak boleh adanya penduduk yang tinggal di area Kawasan 
Khusus ini pak, menurut bapak gimana? 

 
SN : Itu normative ya, tapi di dalam faktanya ada. Misalnya bisa saja 

pengelola kawasan tinggal di situ. Dan memang kalau fungsi kawasan 
itu khusus difungsikan sebagai kawasan pemukiman ya penduduk 
tinggal di situ, misalnya kaya perumnas. 

 
BP : Sebenarnya kalau yang dibilang khusus itu fungsinya hanya satu atau 

bisa multifungsi ya pak? 
 
SN : Ya bisa macam-macam. Tapi biasanya satu ya. kalau bicara kawasan 

pengembangan nuklir, otorita batam, itu kawasan khusus ya. ya khusus 
untuk satu fungsi di mana pemerintahan umum tidak berlaku di situ. 
Misalnya tipologinya sendiri di luar pemda, kemudian keuangannya 
sendiri, kalau pegawainya bisa dari pegawai negeri tapi dia punya 
aturan sendiri. 
Kawasan Khusus itu berkaitan dengan teritorial, di mana peraturan 
pemerintahan umum tidak berlaku di situ. Kawasan Khusus itu memang 
kalau dilihat dari sisi HAN pertama hukum mana yang membuat, apa 
dari Undang-Undang Dasar, apakah undang-undang, atau apakah PP. 
Misalnya Subak di Bali, itu Kawasan Khusus. Dulu jaman Belanda diatur 
yang namanya waterschapen body, jadi komposisinya dipilih oleh 
angota-anggotanya, istilahnya pemakai air kalau sekarang, punya 
keuangan sendiri. Teritorial ga ada tapi sepanjang menyangkut 
pengairan itu jadi di Belanda diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dulu 
pasal 18 mengakui yang dulu, tapi yang sekarang tidak.  
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BP : Pada pasal 9 undang-undang 32 itu pak memang kan tidak dirinci 

mengenai organ pengelolanya, begitu juga di RPPnya pak, itu apa 
memang biar pengelolanya lebih fleksibel atau bagiamana ya pak? 

 
SN : Kawasan Ancol itu Kawasan Khusus, dikelola secara corporate kan. 

Biasanya kalau dikelola oleh lembaga khusus itu berjalan lebih baik 
daripada dikelola oleh sektor publik. Dulu kan Ancol itu hutan dan 
semak-semak, tapi karena dikelola oleh PT Jaya Ancol jadi lebih bagus. 
Itu kan PT. Ada lagi misalnya Kawasan Jalan Tol, itu Kawasan Khusus. 
Aturannya yang mengeluarkan kan Jasa Marga. 

 
BP : Studi saya kan di Pulomas pak, di mana sekarang ini sebagian lahan di 

pulomas dikelola oleh PT Pulo Mas Jaya. Berarti besar kemungkinan 
Kawasan Khusus bisa dikelola oleh badan hukum privat ya pak? 

 
SN : Bisa. Baik yang tidak berbadan hukum atau pemerintah yang mengelola. 

Anda bisa lihat Kawasan Airport ya. itu yang mengelola kan PT Angkasa 
Pura, peraturan-peraturannya dia yang mengeluarkan, seperti 
securitynya, manajemennya, pelayanannya, itu satu soal dengan 
macam-macam pekerjaan kan. Tapi fungsinya tetap berkaitan dengan 
Airport. Ada kawasan pelabuhan, itu kan oleh PT Pelindo. 

 
BP : Bagaimana ya pak misalnya daerah ingin membuat suatu kawasan 

dengan fungsi tertentu, misalnya Kawasan Banjir Kanal Timur, apa bisa 
dikatakan sebagai Kawasan Khusus ya pak? 

 
SN : Bisa saja, karena dari pengairan di Belanda juga Kawasan Khusus.  
 
BP : Bagaimana nantinya pak dengan yang ada di Undang-Undang 32, kan 

yang menetapkan Kawasan Khusus dari pusat? 
 
SN : Itu terlalu birokratis menurut saya. Jadi fungsi pusat sebenarnya hanya 

mengesahkan saja, jangan pas pada penentuan. Jadi kalau sekarang 
kan musti minta dulu, setuju atau tidak. Kalau nanti tidak, daerah hanya 
cukup memberitahukan atau melaporkan saja ke pusat mengenai 
Kawasan Khusus yang dibentuk. 
Menurut saya untuk pengelolaan Kawasan Khusus lebih bagus 
diserahkan ke swasta, karena sektor publik bisa membangun tapi 
merawat tidak bisa, misalnya anggarannya kurang, karena perawatan 
yang ada lebih besar dari anggaran yang ada. 

 
BP : Kalau seperti di Pulomas itu pak, kendali dari DKI kan hanya sebatas 

pemegang saham dari PT itu pak, bisa ga kaya gitu pak? 
 
SN : Ya bisa. Ya itu kan yang kaitannya dengan hukum perdata oleh pemilik 

saham. PT itu kan mencari keuntungan. 
 
BP : Yang sesuai nantinya pak untuk mengelola Kawasan Khusus itu seperti 

apa ya pak, misalnya kan ada PT atau bisa kaya BLU? 
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SN : Ya tergantung kita mau cari apa. Kalau Senayan kan masih dikelola oleh 

Badan Pengelola GOR Senayan kan. Contoh paling gampang ya UI, 
kan dikelola oleh manajemen UI. Batasan UI ini jelas kan. Dalam PPnya 
memang tidak disebut sebagai Kawasan Khusus, tapi kalau dari 
fungsinya kita lihat bahwa ini adalah Kawasan Khusus. 

 
BP : Bagaimana pak kalau Kawasan Khusus itu untuk kepentingan daerah? 
 
SN : Itu bisa saja sebagai Kawasan Khusus. Misalnya daerah punya lahan 20 

hektar yang ditujukan untuk Pusdiklat Pegawai, itu kan kawasan yang 
khusus untuk Diklat, ya itu Kawasan Khusus, fungsinya untuk mengelola 
pendidikan dan pelatihan, meskipun untuk kepentingan daerah. Dalam 
prakteknya sudah banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang dimiliki 
oleh daerah, walaupun secara normativenya kan ga boleh. Tapi kan 
hukum tidak hanya dilihat dari sisi normativenya saja, tapi juga dilihat 
dari sisi praktek-prakteknya juga. Kaya di daerah kan sudah banyak 
taman-taman wisata milik daerah, itu kawasan khusus.  

 
BP : Kaya kebon raya kali ya pak? 
 
SN : Ya itu Kawasan Khusus. Tapi kan sekarang masih dikelola oleh pusat. 

Jadi memang pengertiannya fleksibel, tidak bisa hanya dilihat dari 
undang-undang 32 semata. Makanya PPnya sampai sekarang belum 
selesai kan. Mereka saya bilang tidak melihat praktek yang ada di 
lapangan. Contohnya mau ga Pangkalan TNI wilayahnya ada campur 
tangan pemda, kan ga mau kan. 

 
BP : Secara internasional istilah Kawasan Khusus itu apa ya pak? 
 
SN : Otorita. Special authority namanya. Kaya Jatiluhur, itu kan Kawasan 

Khusus. Misalnya juga PLN, kan banyak kawasan-kawasan khususnya 
kan. Itu yang berlaku undang-undang yang sifatnya sektoral. Kaya Cipto 
itu ya, itu Kawasan Khusus. Masjid Istiqlal, itu Kawasan Khusus.  

 
BP : Nantinya dimensi pengaturan yang sesuai itu bagaimana ya pak? 
 
SN : Ya seharusnya pemerintah yang buat, tapi sampai sekarang tidak 

pernah selesai, karena memang beda kepentingan ya, dan sudah terlalu 
banyak untuk Kawasan Khususnya. Jadi seperti negara dalam negara 
itu. Ya seperti wilayah kedutaan. Ya sebenarnya pemda bisa bekerja 
sama dengan pengelola Kawasan Khusus itu. Misalnya di Kebon Raya, 
Cibodas, itu pemda bisa melakukannya, karena misalnya lahan 
parkirnya memakai lahan pemda, tapi dia tidak bisa intervensi di situ 
nanti, itu Kawasan Khusus, ya yang berlaku ya peraturan-peraturan dari 
pengelola itu.  

 
BP : Hubungannya sama pemda juga sama pusat itu nantinya gimana ya 

pak? 
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SN : Menurut saya pemerintah perlu untuk membuat regulasi yang tegas ya 
mengenai Kawasan Khusus itu. Kaya Otorita Batam, itu kan berantem 
dengan Pemkot Batamnya. Kalau otorita batam kan berdasarkan 
Kepres, tapi Pemkot Batam berdasarkan undang-undang, kalau menurut 
saya ya ga usah berantem lah, kerja sama saja. Di kita ini sudah banyak 
Kawasan Khusus kan, malah kalau di Hongkong disebutnya Special 
Administrative Region. 

 
BP : Dasar hukum untuk pembentukan kawasan semacam itu pak nantinya 

bagaimana? 
 
SN : Menurut saya karena itu menyangkut kedaulatan harusnya ada di 

Undang-Undang Dasar, sehingga tidak menimbulkan kesan negara 
dalam negara. 

 
BP : Itu apa nanti besar kemungkinan menjadi daerah otonom baru ga pak? 
 
SN : Menurut saya tidak, karena dia hanya fungsi tertentu saja. Kalau daerah 

otonom itu kan fungsinya pemerintahan, banyak fungsinya. Bahkan 
dampaknya seolah-olah terdapat daerah otonom baru mungkin iya. 

 
BP : Tapi apa memang perlu pengaturan dari Undang-Undang Dasar itu 

sendiri ya pak? 
 
SN : Menurut saya ya memang harus dari Undang-Undang Dasar, karena 

bicara soal territorial sovereignity ya. Tetap misalnya Kawasan Khusus 
UI ini, Walikota Depok ga bisa apa-apa di sini. Padahal kan UI ada di 
Depok. Nah itu yang musti diatur dasarnya. Yang kedua kita itu 
memandang itu dalam negara kesatuan sifatnya ya kerja sama lah, 
cooperation, jangan sektoral. Kalau menurut saya ya harus diatur dari 
Undang-Undang Dasar. 

 
BP : Kalau di undang-undang 32 itu kan mengenai pengaturan Kawasan 

Khusus disatukan dalam pembentukan daerah otonom, apa itu sudah 
tepat atau gimana ya pak? 

 
SN : Ya itu tidak tepat. Seharusnya itu diatur dalam bab sendiri. Itu kan yang 

satu membahas desentralisasi teritorial dan yang satu lagi membahas 
desentralisasi fungsional. Soekarno Hatta kan berantem juga dengan 
Tangerang, misalnya soal lahan parkir, masa di airport ada ojek. 

 
BP : Nanti yang sesuai itu ketetapan mengenai Kawasan Khusus apa dari 

pusat atau bisa saja dari daerah pak? 
 
SN : Ya itu mustinya bisa dibedakan, misalnya daerah boleh punya apa saja 

Kawasan Khususnya, dan pemerintah boleh apa saja punya Kawasan 
Khususnya. Itu jangan dilarang, harusnya diberi keleluasaan. Malah 
prakteknya sudah begitu. Kalau memang daerah yang membentuk 
Kawasan Khusus, ya daerah sekedar melaporkan ke pusat, supaya 
didata kan. Kaya Taman Nasional Banyuwangi itu Kawasan Khusus. 
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BP : Kalau Taman Safari pak? 
 
SN : Ya itu Kawasan Khusus. Pemerintah kan ga bikin kan. Itu kan kontribusi 

swasta. Kan dia pemasukannya buat dia aja kan. 
 
BP : Jadi kalau memang begitu pengaturan penetapan Kawasan Khusus di 

Undang-Undang 32 itu sudah tidak sesuai lagi ya pak? 
 
SN : Ya itu sudah tidak sesuai. Jadi maksud saya gini, ada kawasan yang 

sifatnya nasional dan ada kawasan yang sifatnya lokal. Ya udah aja, ga 
papa. Ada juga kawasan yang sifatnya internasional ya, misalnya 
kedutaan besar itu kan Kawasan Khusus. 

 
BP : Jadi yang memberi kewenangan bisa dari pusat juga bisa dari daerah ya 

pak? 
 
SN : Bisa. Asal Undang-Undang Dasar mengaturnya saja. Misalnya kalau 

penetapan dari pemerintah pusat saja, daerah nanti ga mau kan, tapi 
yang sifatnya lokal ya harus diatur ulang. Tapi memang semua negara 
berkembang dan negara maju memerlukan Kawasan Khusus, karena 
ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah 
sendiri, misalnya bisa dilaksanakan oleh swasta, kawasan jalan tol itu 
kan swasta. Kaya stasiun-stasiun itu kan Kawasan Khusus. Terminal-
terminal juga Kawasan Khusus. Tapi kalau terminal bus itu kan dikelola 
oleh pemda DKI kan, kalau kereta api kan oleh PT Kereta Api. 

 
BP : Berarti kalau di Pulomas itu kan ada pacuan kuda pak, itu Kawasan 

Khusus juga ga pak? 
 
SN : Itu bagian dari pulomas secara keseluruhan kan. Peraturannya yang 

berlaku kan peraturannya pulomas. Jadi ya itu Kawasan Khusus juga. 
Jadi kalau anda perhatikan banyak sekali Kawasan Khusus itu.  

 
BP : Kalau di pulomas itu selain dari pacuan kuda itu pak, ada beberapa 

lahan yang masih punya dia, akhirnya dikembangkan konsep Kawasan 
Terpadu, misalnya muncul kawasan tinggal, komersil, pendidikan, dan 
lain-lain, dan memang tujuan konsep kawasan terpadu salah satunya 
untuk membiayai pacuan kuda itu pak, Kawasan Khususnya itu apa 
sebatas pacuan kudanya itu atau bisa semua lahan yang dimiliki oleh 
pulomas ya pak? 

 
SN : Ya semua yang dimiliki oleh pulomas itu bisa dikatakan sebagai 

Kawasan Khusus. Pokoknya contoh yang paling gampang adalah 
Kawasan Khusus UI, memang namanya sekarang bukan termasuk 
Kawasan Khusus tapi dampaknya dia Kawasan Khusus. Mobil masuk 
harus bayar kan. Itu kan dulu namanya UPT BPLK kan, badan pembina 
lingkungan kampus, jadi ga usah jauh-jauh bicara Kawasan Khusus. 
Kaya IPDN, itu juga Kawasan Khusus. 
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BP : Spesifikasi kekhususannya itu berarti tergantung fungsinya itu ya pak? 
 
SN : Iya, fungsinya apa. Kalau kampus ya fungsinya untuk pendidikan, otorita 

untuk perdagangan dan pembangunan, taman nasional untuk 
konservasi. Menurut saya konsep dari Depdagri masih normative 
mengenai Kawasan Khusus ini. Ya itu harus diatur dengan baik, 
misalnya mau ga kawasan yang punya TNI dicampur urusannya dengan 
pemda. Kan pemda boleh mengelola Kawasan Khusus kan, tapi ga 
pernah jalan tuh. Dalam peraturannya pemda punya kewenangan, tapi 
ga pernah jalan. Misalnya Batam ada undang-undangnya sendiri, 
kampus ada undang-undang sendiri. 

 
BP : Kalau di undang-undang 32 itu kan ada pelabuhan dan perdagangan 

bebas kan diatur sama undang-undang, tapi Kawasan Khusus lain diatur 
hanya dengan PP, itu bagaimana pak? 

 
SN : Ya memang kalau Kawasan Pelabuhan Internasional itu ada regulasi 

internasionalnya, namanya ISPF, international standard of porth and 
facilities. Itu berlaku buat semua pelabuhan, ga bisa pemda buat aturan 
sendiri mengenai pelabuhan internasional itu, pusat pun ga bisa, itu 
sudah berlaku internasional. Kalau you ga ikut di black list. Ya jadi ada 
undang-undang sendiri, yang mengacu pada konvensi internasional 
Katakanlah kalau PT Pulo Mas sekarang adalah fungsi komersial, itu 
bisa bermacam-macam. Komersial itu kan ada yang menguntungkan 
dan ada yang merugikan, jadi itu ya subsidi silang itu kan. Fungsi intinya 
dari pulomas itu pembangunan. Satu fungsi tapi banyak kegiatan. 
Menurut saya itu bisa dikatakan sebagai Kawasan Khusus. 
Kaya sekarang Kawasan Khusus Kemayoran. Menurut saya itu ga usah 
berbut, ya kerja sama sajalah.  
UI ini kawasan khusus. Bahkan di Kawasan Khusus UI ini di tiap-tiap 
fakultas punya Kawasan Khusus masing-masing kan. Karena UI sendiri 
belum menjadi universitas, tapi masih multiversitas. Mahasiswa FISIP 
kan sulit untuk belajar di Fakultas Hukum kan. Kita kalau mau belajar 
Bahasa Belanda musti impor dulu, padahal kan kita bisa belajar ke 
sastra. Orang FISIP kalau mau belajar hukum ya di Fakultas Hukum, 
bisa sebenarnya, cuma masing-masing masih kuat egonya. Tapi kan 
uangnya sudah disentralisir kan. Cuma teknis perkuliahannya masih 
belum bisa. Sekarang ilmu itu tidak lagi monodisiplin tapi sudah 
multidisiplin.  
Padahal cara ngajar gitu kan lebih efisien, kita ga usah bayarin orang 
lagi untuk ngajar hukum di FISIP. Itu kan gampang kalau mau, yang 
penting political will-nya kuat. 
Jadi Kawasan Khusus yang terintegrasi, bukan Kawasan Khusus yang 
masih banyak khusus-khususnya lagi.  
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Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 25 Mei 2008 di sebelah utara Pacuan Kuda 
Pulomas. Terlihat di sebelah kanan tribun terdapat proyek pembangunan Pulomas 
Place. 
 
 

Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 25 Mei 2008 di sebelah utara Pacuan Kuda 
Pulomas yang mengarah ke timur. Terlihat proyek pembangunan John Calvin 
International School dan Korea Town. 
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Gambar 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 25 Mei 2008 di proyek pembangunan Korea 
Town yang letaknya di sebelah timur Pacuan Kuda Pulomas. 
 
 

Gambar 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 25 Mei 2008 di proyek pembangunan John 
Calvin International School yang letaknya di sebelah timur Pacuan Kuda Pulomas, 
dan terletak bersebelahan dengan proyek Korea Town. 
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Gambar 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 25 Mei 2008 di sebelah utara Pacuan Kuda 
Pulomas. Terlihat proyek pembangunan kandang kuda tahap pertama. 
 
 

Gambar 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 2 Februari 2008 di proyek pembangunan 
Pulomas Park Centre bekas rumah susun, yang pada saat itu sedang terjadi banjir. 
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Gambar 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 2 Februari 2008 di proyek pembangunan John 
Calvin International School, yang pada saat itu sedang terjadi banjir. 
 
 

Gambar 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 2 Februari 2008 di pertigaan ASMI sebagai 
salah satu jalan akses ke Pacuan Kuda Pulomas dari Jalan Perintis Kemerdekaan, 
yang pada saat itu sedang terjadi banjir. 
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Gambar 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 2 Februari 2008 di jalan Kayu Putih yang 
mendekati perempatan Kelapa Gading yang pada saat itu sedang terjadi banjir. 
Terlihat di sebelah kanan adalah proyek pembangunan Pulomas Park Centre bekas 
rumah susun. 
 

Gambar 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini diambil penulis pada tanggal 2 Februari 2008 di atas Sekolah Al Kenaniyah. 
Terlihat Pacuan Kuda Pulomas dan proyek pembangunan Pulomas Residence 
terendam banjir pada saat itu. 
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